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KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor | Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011:

Und;mg'l_in‘dang Nomor 69 Tahun 1938 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah
Tingkat IT dalam wilayvah Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655 ):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagarmana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Uindang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara vang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 wentang Perbendaharaan Negara
(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380):
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4421

Undang-Undang Nomor 32 Tabhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437). sebagaimana  telah
diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Necara Republik
Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049 )

Peratwran  Pemerintah Nomor 108 Tuhun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Dacrah ( Lemburan Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Neuwara Republik
Indonesia Nomor 4028 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah dinbah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20035
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ):
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntans
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tohun 2005 tentang Pmjaman Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20035 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabhun 2005 tentang Sistem Informast
Keuangan Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Thibah ¢ Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377 1

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Nomor 43835 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1635, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43903 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun
2006 Nomor 25 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4614 ).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaaran 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang [rusan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Klungkung (Lembaran Dacrah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembuaran Dacrah Kabupaten
Klungkung Nomor 2);

Peraturan Daerah Kubupaten Klungkung Nomor § Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Klungkung Nomor 4).
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Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor § Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8. Tambahan I.embaran
Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 5):

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) Kabupaten
Klungkung Tahun 2003-2025 ( Lembaran Dacrah Kabupaten Klungkung Tahun
2010 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomaor
3 ¥

Peraturan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPINMD) Kahupaten
Khungkung Tahun 2008-2013 (Lembaran Dacrah Kabupaten Klungkung Tahun
2010 Nomor 7. Tambuahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor
6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas ¢

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

¢. Lain-lain Pendapatan vang Sah Rp.

Rp  32.159.730..571,61
Rp. 3066.637.385.998.00

55.920.268.525.94

Jumlah Pendapatan Rp. 454.717.385.095.55

2. Belanja
a.  Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 305.333.823.092.62
2)  Belanja Bunga Rp. 0.00
3)  Belanja Subsidi Rp. 0.00
4)  Belanja Hibah Rp. 8.151.733.000.00
5)  Belanja Bantuan Sosial Rp.  9.330.882.298.13
6)  Belanja Bagi Hasil Rp. §24.130.783.47
7)  Belanja Bantuan Keuangan ~ Rp.  16.178.622.005.83
§)  Belanja Tak Terduga Rp. 733.300.000.00

R ST A0S 058, 5€

80



b.  Belanja Langsung

) Belanja Pegawai Rp. 10.896.510.701.87
2)  Belanja Barang dan Jasa Rp.  77.395.738.404.60
3)  Belanja Modal Rp.  82.804.062.809.00
Rp. 171.096.311.915.47
Jumlah Belanja Rp  511.671.005.09555
(Dchsit) Rp.  (56.953.620.000.00)
3. Pembiavaan
a.  Penerimaan Rp  57.303.620.000.00
b.  Pengeluaran Rp 350.000.000.00
Jumlah Pembiavaan Neto Rp.  56.953.620.000.00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0.00

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Bupati ini,

Pasal 3
Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1]
Peraturan Bupati ini

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebil lanjut dalam

dokumen pelaksunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesual dengan ketentuan perundang-
undangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal diundanukan dan mempunyvai dayva lku
surut sejak tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinyva. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i dalam Bernta
Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal ‘1
| R

Diund: uu_km di Sen aray
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